
a, bahwa bencana gempa bumi dan tsunami di Indonesia semakin
sering terjadi dan menelan banyak korban jiwa;

b. bahwa untuk mencegah terjadinya korban jiwa lebih besar
dipandang perlu untuk melakukan peringatan dini tsunami dan
bencana lainnya kepada masyarakat dengan melibatkan
Lembaga Penyiaran;

c. bahwa untuk mendukung terselenggaranya peringatan dini
tsunami atau bencana lainnya secara efisien dan efektif, perlu
ditetapkan kebijakan nasional untuk peringatan dini tsunami dan
bencana lainnya melalui Lembaga Penyiaran dengan Peraturan
Menteri Komunikasi dan lnformatika,

1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

(Lembaga Negara RI Tahun 2002 Nomor 139. Tambahan
Lembaga Negara RI Nomor 4252);

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 127. Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4566);

4, Perat'uran Presiden RI Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan
Koordinasi Penanggulangan Bencana;

5, Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan ..
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian­
Negara Republik Indonesia;

6, Keputusan Presiden RI Nomor 187/M tahun 2004 tentang
Susunan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2005;
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(6) Cara penyampaian berita pembatalan bencana diserahkan kepada lembaga
Penyiaran Televisi masing-masing.

(4) Apabila bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak terjadi, BMG akan
mengirimkan informasi pembatalan bencana.

(5) Lembaga Penyiaran Televisi wajib menayangkan berita pembalalan bencana
sesegera mungkin untuk menghindari kepanikan warga dan mengembalikan
ketenangan masyarakat,

Pasal3
Prosedur Penyiaran Lembaga Penyiaran Televlsi
Peringatan Dini Tsunami atau Bencana Lalnnya

(1) Lembaga Penyiaran Televisi wajib menayangkan informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dalam waktu sesingkat-singkatnya tanpa ditunda sejak
informasi diterima dari BMG sebagai STOP PRESS.

(2) Semua acara siaran Televisi yang sedang berlangsung, tanpa kecuall, harus
dihentikan sementara untuk penayangan informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasat z.

(3) lnformasr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditindaklanjuli oleh lembaga
Penyiaran Televisi dengan membunyikanHigh ToneAlarm jenis Test Tone 1KHz
setarna 30 (tiga puluh) detik dan secara bersamaan menampilkan leks statis
secara layar penuh (full screen) berisi informasi sebagaimana dimaksud dalarn
Pasal 2 tanpa interpretasL

Pasal2
Intonnasi Peringatan Dini

Informasi yang dimaksud dalam Pasal 1 adalah informasi gempa bumi yang berpotensi
menimbulkan tsunami atau bencana lain yang mengancam jiwa manusia yang
ditetapkan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) yang disampaikan secara
khusus ke Lembaga Penyiaran untuk disiarkan.

Pasal 1
Kewajiban Lembaga Penyiaran

Dalam Menyiarkan Peringatan Dini Bencana

(1) Jasa penyiaran radio dan televisi yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran
Publlk, Lembaga Penyiaran S.wasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, dan
Lembaga Penyiaran Berlangganan di seluruh Indonesia waiib rnenyiarkan
informasi potcnsi terjadinya bencana sebagai STOP PRESS.

(2) STOP PRESS sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah penghentian
sementara acara siaran yang sedang berlangsung dengan menyiarkan informasi
peringatan dini terjadinya bencana dan kemudian melanjutkan acara siaran
kembali setelah peringatan dini disiarkan.
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(2) Pihak-pihak yang menyalahgunakan Peringatan Dini Tsunami atau Bencana
Lainnya yang berakibat mengganggu ketertiban umum dan atau meresahkan
masyarakat dapat dikanakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PasalS
Sanksi

Lembaga Penyiaran wajib menjalankan uji coba Peringatan Dini Tsunami atau
Bencana lainnya yang diadakan Pemerintah sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu)
tahun pertama, kemudian 2 (dua) kali untuk tahun-tahun berikutnya, dan dalarn setiap
melakukan uji coba tersebut mengumumkan dengan jelas bahwa peringatan tersebut
adalah uji coba.

Pasal 5
Uji Coba Peringatan Dini

Pasal4
Prosedur Penyiaran Stasi un Radio

Peringatan Dini Tsunami atau Bencana Lainnya

(1) Lembaga Penyiaran Radio wajib menyiarkan informasi sebaqairnana dimaksud
dalam Pasal 2 dalam waktu sesingkat-singkatnya !anpa ditunda sejak informasi
di!erima dari BMG sebagai STOP PRESS.

(2) Semua aeara siaran Radio yang sedang berlangsung, !anpa kecuali, harus
dihentikan sementara untuk penayangan informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal2.

(3) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditindaklanjuti oleh Lembaga
Penyiaran Radio dengan membunyikan High Tone Alarm jenis Test Tone 1 KHz
. selarna 10 (sepuluh) detik.

(4) Setelah selesai penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyiar
Lembaga Penyiaran Radio kemudianmembacakan isi teks informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 tanpa interpretasi.

(5) Apabila bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak terjadi, BMG atau
lembaga lamnya yang ditentukan Pemerintah akan mengirimkan informasi
pembatalan bencana.

(6) Lembaga Penyiaran Radiowajib menyiarkan berita pembatalan beneanasesegera
mungkin untuk menghindarkan kepanikan warga yang dapat mengancam
keselamatan jiwa dan yang dapat mengakibatkan kerusakan harta benda yang
lebih banyak.

(7) Cara penyampaian berita pembatalan bencana diserahkan kepada Lembaga
Penyiaran Radio masing-masing.
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~FYAN A. DJALIL ~

Salinan PeraturanMenteri ini disarnpaikankepada Ylh.:
1 Presiden RI;
2. Wakil Presiden Rl;
3. Pirnpinan DPR-RI;
4. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu,
5. Jaksa Agung RI;
S. Kepala Kepolisian RI;
7. Para Gubernur/BupatilWalikota seluruh Indonesia.
8. Para Eselon I di lingkungan DeparternenKornunikasidan lnformatika;
9. Ketua KornisiPenyiaran Indonesia;
10. Ketua KornisiPenyiaran Indonesia Daerah seluruh Indonesia:
11. Organisasi Penyiarar.Radio dan Televisi;
.12. Para Penye!enggaraPenyiaran Radio dan Tetevisi seluruh Indonesia;
13. Para Kepala Balai Monitor Diljen Postel, Depkorninfo,seluruh Indonesia.

Pasal7
Penutup

Peraturan Menteri ini rnulai berlaku pada langgal ditetapkan

Oitetapkan dl : JAKARTA
Pada langgal: 14Aguslus 200S

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONSIA,

 



 


